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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah meliputi: 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah  

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara 

syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta 

ijtihad para ulama‟. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang 

harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan 

kehidupan manusia. 

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi 

yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang 

dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang 

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi 

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip 

syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh 

nilai-nilai Islam. 
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Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-„Arabi, Ekonomi Syariah 

merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita 

simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan 

perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut 

sesuai tiap lingkungan dan masa.
8
 

2. Ruang lingkup Ekonomi Syariah  

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: ba‟i, akad jual-beli, 

syirkah, mudharabah, murabahah, muzara‟ah dan musaqah, khiyar, 

istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi‟ah, gashb dan itlaf, 

wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta‟min, obligasi syariah mudarabah, 

pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana 

pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.
9
 

3. Sumber Ekonomi Syariah 

a. Al-Qur‟an  

Adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, 

didalamnya dapat ditemui hal Ihwal yang berkaitan dengan ekonomi 

dan juga terdapat hukum-hukum dan undang- undang 

diharamkannya riba, dan diperolehnya jual beli yang tertera pada 

surat Al-Baqarah ayat 275:  

أحََم   وَ  انْثَيْغُ  اللهُ  َٔ حَز  تَٕا َٔ تِّ  انزِّ ػِظَحٌ يٍِ ر  ْٕ ٍ جَآءَ,يَ ًَ ِ اَتَ ِّ,فَ فَ أيَْزُُِ اءنَٗ الله  َٔ  َٓٗ فهََُّ,يَا سَهفََ 

 ٍْ يَ َٔ  ٌَ نَىكَ أصَْحَةُ أنُ ارِ ْىُْ فِيٓاَ خَهدُِٔ ْٔ ُ  .ػَا دَ فَؤ

                                                 
8
 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah…,hal.1-2. 

9
 Ibid…, hal.2-5. 
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Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) 

maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya 

larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulanginya (mangambil riba) maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya
10

 

          Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi 

muamalah  Allah SWT melarang akan adanya melakukan tindakan 

riba bahkan mengharamkan segala bentuk riba, orang yang 

melakukan tindakan riba akan menjadi penghuni neraka di kemudian 

harinya. 

b. As-Sunnah An-Nabawiyah  

Adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. 

Didalamnya dapat kita jumpai khazanah atau perekonomian syariah. 

Diantaranya sebuah hadist yang isinya memerintahkan untuk 

menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum 

serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. 

 إنَّ دِهآءَ كُنْ وَأهْىَالَكُنْ حَرَامٌ عَلَيْكُنْ,كَحثرْهَةِ يىَْهِكُنْ هذََفيِ شضهْرِكُنْ هذََا, فيِ بلَدَِكُنْ هذََا 

Artinya: “sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) 

harta kalian, (menggangu) kehormatan kalian haram sebagaimana 

haramnya hari kalian saat ini, dibulan ini, dinegara ini,” 

(HR.Bukhari).
11

 

 

c. Ijtihad  

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya irsyad al-fuhulu, ijtihad 

adalah mengerahakan kemampuan dalam memperoleh hukum syar‟i 

                                                 
10

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah Departemen Republik 

Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002),hal.47. 

11
 Ibid…,hal.8-9. 
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yang bersifat „amali melalui cara istinbath. Menurut Ibnu Syubki, 

ijtihad adalah pencegahan kemampuan seseorang faqih untuk 

menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar‟i, sedangkan al-

Amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengerahan kemampuan 

dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara‟ dalam bentuk 

yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.
12

 

4.  Transaksi yang dilarang Ekonomi Syariah 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah 

transaksi, antara lain: 

a. Haram zatnya yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya 

(barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang 

Islam, misalnya minuman keras, daging babi, dan sebagainya. 

b. Haramnya selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar 

prinsip “an taradhin minkum” artinya adalah prinsi-prinsip 

kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho) yang 

didasari pada informasi yang sama (complemente 

information), atau dengan kata lain tidak didasarkan pada 

informasi yang tidak sama. 

c. Tidak sah/tidak lengkap akadnya adalah adanya faktor-faktor 

terjadi ta‟alluq (adanya dua akad yang saling dikaitkan, di 

mana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, 

contohnya ba‟i al-inah).
13

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Mardanai, Hukum Ekonomi Syariah…,hal.9. 

13
 Ibid…,hal.16-20. 
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5.  Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah 

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang 

kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, 

maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut: 

a. Siap Menerima Resiko  

Siap menerima resiko yang berkaitan dengan pekerjaan itu. 

Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis 

pekerjaan. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang 

diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari 

prinsip “di mana ada manfaat, di situ ada resiko” (Al Kharaj bid 

Dhaman) 

b. Tidak Melakukan Penimbunan  

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan 

untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa 

digunakan. Dengan kata lain. Hukum Islam tidak memperbolehkan 

uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh 

karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang 

menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan 

tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang 

yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. 

c. Tidak Monopoli  

Dalam sistem Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan 

seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat 
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melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan 

monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan ekonomi 

sebagai jiwa dari Fastabiqul khairat. Depreciation, segala sesuatu 

didunia mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan 

zakat. Yang abadi didunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT.
14

 

d. Pelarangan Interes Riba 

Ada orang yang berpendapat bahwa Al Qur‟an hanya 

melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (compound interes) 

dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (simple 

interes) bukan riba. Namun, jumhur (mayoritas) ulama mengatakan 

bahwa bunga bank adalah riba. 

 

B. Konsep Akad  

1. Pengertian akad 

Secara bahasa akad memiliki beberapa arti: mengikat (aqdatun), 

sambungan (aqdatun), janji (al-ahdu).
15

 Pengertian secara termilogi, 

akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan 

dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak. Pengertian 

secara termologi maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan 

perealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. 

Adapun al-„aqd menurut Bahasa berarti ikatan, lawan katanya 

pelepasan atau pembubara. Mayoritas fuqoha mengartikannya 

                                                 
14

 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),hal.7-8. 

15
 Sohari Sharani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),hal.42. 
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gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya 

sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang 

diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad 

adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh 

dua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul.
16

 

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh 

Al-Sanhury, akad ialah “perkataan ijab qabul d benarkan syara‟ yang 

menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang 

mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari 

satu pihak atau kedua belah pihak”.
17

 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengertian akad adalah 

pertalian ijab dengan qabul yang memberikan pengaruh pada suatu 

kontrak. Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur‟an adalah 

surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut: 

حُ ألأََْؼَىِ الِا يَايتُْهئَ ػَهَيْكُىْ غَيْزَيُ  ًَ ِٓي فُٕأتِؤنؼُقُٕد , أحُِه تْ نلَاوُ تَ ّٔ ءَايَُؤُاأَْ ٍَ اَانٌ ذِي حِهِّٗ يَؤيَُّٓ

أََتىُْ حُ  َٔ يْدِ ٌ  آللَّ  يَحْكُىُ يَايزُِيدُ أنص  زُوٌ , اِ  

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya”. (Q.S Al-

Maidah: 1).
18

 

                                                 
16

 Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqh al-Imam Ja‟far ash-Shadiq Jus 3 dan 4, (Jakarta: 

Lentera, 2009), hal.34. 

17
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzag, 2010), hal.15. 

18
 Departemen Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah…,hal.141. 
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     Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang bermuamalah 

harus bisa menempati akad-akad yang dibuatnya serta dalam 

melakukan akad itu obyeknya harus sesuai dengan syariat-syariat yang 

ditentukan oleh Allah SWT. 

2. Rukun akad 

Akad merupakan suatu perbuatan yang dibuat oleh dua orang 

atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing orang. Adapun rukun-

rukun akad sebagai berikut:
19

  

a. Aqid adalah orang yang berakat. Terkadang masing-masing 

pihak terdiri atas satu orang ataupun beberapa orang.  

b. Ma‟qud adalah benda-benda yang diakadkan. 

c. Maudhu Al Aqad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan 

akad. Berbeda akad makan berbedalah tujuan pokok akad. 

d. Shigat Al Aqad adalah Ijab dan Kabul, Ijab adalah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan 

Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, 

yang diucapkan setelah adanya ijab.
20

 

Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan 

kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa 

perbuatan, isyarat maupun tulisan. Karena adanya ijab dan qabul 

menghendaki adanya dua pihak yang berakad.
21

 

 

                                                 
19

 Sohari Sharani, Fikih Muamalah…, hal.43. 

20
 Ibid..., hal.44. 

21
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 

2011), hal.429. 
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3. Syarat akad 

Dalam agama Islam, akad diatur oleh fiqih menjelaskan agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang berimplikasi pada 

kerugian salah satu atau kedua pihak. Adapun syarat terjadinya suatu 

akad ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat yang bersifat umum: 

1) Pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak 

menurut hukum (mukalaf). 

2) Objek akad diketahui oleh syara‟: berbentuk harta, dimiliki 

seseorang dan bernilai harta menurut syara‟.
22

 

3) Akad itu tidak dilarang oleh syara‟.  

4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat khusu dengan akad 

yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat umum. 

5) Akad itu bermanfaat. 

6) Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul. 

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya 

wajib ada dalam sebagian akad, antara lain: 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

2) Objek akad dapat menerima hukumnya. 

3) Akad itu diizinkan oleh syara‟. 

4) Bukan akad yang dilarang syara‟. 

5) Akad dapat memberikan faidah. 

6) Ijab itu berjalan terus. 

7) Ijab dan Kabul mesti bersambungan.
23

 

c. Adapun ijab qabul akan dinyatakan batal apabila: 

                                                 
22

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), hal.105-106. 

23
 Sohari Sharani, Fikih Muamalah…,hal.47. 
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1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terjadi qabul dari 

si pembeli, 

2) Adanya penolakan ijab qabul dari si pembeli, 

3) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada 

kesepakatan, namun keduanya telah pisah sari majlis akad. Ijab 

dan qabul di anggap batal, 

4) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatan sebelum terjadi 

kesepakatan, 

5) Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya qabul atau 

kesepakatan.
24

 

4. Prinsip-Prinsip Akad  

 Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 

berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-psrinsip akad dalam       

Islam
25

: Prinsip kebebasan berkontrak, Prinsip perjanjian itu mengikat, 

Prinsip kesepakatan bersama, Prinsip ibadah, Prinsip keadilan dan 

kesemimbangan prestasi, Prinsip kejujuran (amanah). 

5. Hikmah Akad  

 Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai 

hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut
26

:  

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam 

bertransaksi atau memiliki sesuatu.  

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan 

perjanjian, karena telah di atur secara syar‟i.  

                                                 
24

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 

2010), hal.51. 

25
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta:UII Pres, 1982),hal.65. 

26
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), hal.59. 
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c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikian 

sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau 

memilikinnya. 

 

C. Gharar 

1. Definisi Gharar 

Al-Gharar secara bahasa berarti al-khatr (resiko, berbahaya) dan 

taghrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar.
27

 Dalam arti 

yang lain gharar adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan 

merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena 

tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar 

kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.
28

 

Pengertian gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, 

Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, 

sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagaimana berikut:
29

 

Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang 

tidak dketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, 

seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). 

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu 

Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang 

timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa 

                                                 
27

 Husain Syahatah, dkk, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, (Jakarta:Visi Insasi Publishing, 

2005) cet. Ke-1, hal.146.  

28
  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal.177. 

29
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 147-148. 
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gharar adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik 

obyek itu ada maupun tidak ada. Ibnu Hazam memandang gharar dari 

segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang 

menjadi akad tersebut. 

Dari pengertian gharar dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengertian gharar adalah adanya unsur penipuan dalam pelaksaan suatu 

akad yang mana di dalamnya tidak adanya kepastian terkait objeknya 

maupun waktu penyerahan barangnya. 

2. Hukum Gharar 

 Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa larangan memakan harta 

dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam 

surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 

ٍْ تزََاضٍ  زَجٌ ػَ ٌَ تِج  ٌْ تَكُٕ نَكُى تَيَُْكُى تِؤأنْث طِمِ إلِا  أَ  ٕ ٍَ ءَايَُُٕأ لاَ تؤَكُْهُٕأ أيَْ اَ أن ذِي لاَ تَقْتهُُٕأ  يّآ يُّٓ َٔ ُْكُىْ  يِّ

ا ًً ٌَ تكُِىْ رَحِي َ كَا  ٌ  أللَّ   أََفسَُكُىْ إِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 

 Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang janganlah memakan harta 

sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak. 

Sesungguhnya Allah SWT yang Maha Penyayang kepada hambanya 

yang beriman.  
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 Selain di dalam Al-Quran ada hadits yang melarang jual beli 

Gharar,
30

 Rasulullah SAW bersabda: 

ٍْ تَيْغِ انْغَزَرِ  ػَ َٔ ٍْ تَيْغِ انْحَصَاجِ  سَه ىَ ػَ َٔ  ِّ ُ ػَهَيْ ِ صَهٗ  الله   َََٓٗ رَسُٕلُ الله 

Artinya: Rasulullah SAW telah melarang jual beli hashah (melempar 

kerikil) dan cara jual beli barang secara gharar.
31

 

 Menurut Ibnu Qayyim jual beli dengan cara utang-utangan atau 

belum pasti kebenarannya bila dilakukan sedikit akan tertarik untuk 

melakukannya lebih banyak lagi hingga seseorang lalai melakukan hal-

hal yang disukai Allah SWT.
32

 

3. Macam-macam Gharar 

a. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar 

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai 

dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu 

banyak macamnya dan harganya juga tidak sama. 

b. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi 

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek 

akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih 

pada waktu terjadi akad.
33

 

 

                                                 
30

 M. Nasruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, (Depok: Gema Insani, 2007), hal. 
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c. Tidak diketahui ukuran barang 

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. 

d. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang 

dijual. 

Misalnya, penjual berkata: saya jual sepeda yang ada di rumah 

saya kepada anda, tanpa menentukan keadaan sepeda tersebut secara 

tegas. Termasuk ke dalam bentul ini adalah menjual buah-buahan 

yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
34

 

 

D. Gambaran Umum Tentang Jasa Laundry 

1. Pengertian Laundry 

Arti kata laundry dalam Bahasa Indonesia adalah penatu, 

pakaian kotor, cucian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, penatu 

yaitu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian juga 

penyetrikaan pakaian.
35

 Adapun laundry menurut istilah adalah salah 

satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci 

dan setrika baju, laundry kiloan adalah laundry dengan sistem 

pembayaran berdasarkan berat material yang di laundrykan. Berat 

                                                 
34

 Ibid…, hal 148-149. 

35
 http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indoesia/arti-kata/laundry, diakses tanggal 15 

Oktober 2019 pukul 10.00 WIB. 
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material pada laundry kiloan di peroleh cara menimbang berat material 

sebelum material tersebut di bawa oleh petugas laundry.
36

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa laundry merupakan jasa yang 

dilakukan oleh seseorang dengan cara mencuci, menyetrika pakaian 

yang telah kering, selanjutnya orang tersebut akan mendapatkan upah 

atas jasa yang diberikannya sesuai berat pakaian yang dicucikan. 

2. Sejarah Laundry  

Laundry merupakan tempat pencucian pakaian. Pada awalnya 

masyarakat menggunakan air dari aliran sungai untuk mencuci 

pakainnya dan kotoran yang menempel pada pakaian akan terbawa oleh 

aliran air. Cara ini dilakukan dibeberapa daerah pedesaan hingga 

sekarang masih ada, hanya saja jumlah penduduk yang memiliki 

kebiasaan seperti ini mulai berkurang. Mencuci disungai merupakan 

kebiasaan yang ada sejak abad ke-19 saat itu belum ada yang namanya 

tempat khusus yang menyediakan jasa pencucian. Bahkan sabun untuk 

mencuci juga belum dikenal. Biasanya mereka akan menggosok-

gosokkan batu pada pakaiannya yang kotor lalu membilasanya 

disungai.
37
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Pada awal abad 20 an mulai di temukan proses mekanik binantu 

dengan berbagai mesin cuci. Biasanya mesin ini menggunakan pegaduk 

bertenaga listrik untuk menggantikan menggosok dengan tangan pada 

sebuah papan cuci. Pada awalnya mesin hanya di gunakan dengan tenga 

tangan kemudian berkembang dengan bak berlubang dan berputar 

keluar, air akan keluar jika berlebihan dan siklus ini di sebut siklus 

spin.
38

 

Laundry sekarang sudah tidak asing lagi, dengan mudah kita 

dapat menentukan tempat-tempat laundry. Melihat perkembangan 

bisnis belakang ini banyak pengusaha yang melirik bisnis laundry. 

Bahkan bisnis ini telah menjadi waralaba franchise di Indonesia. 

Mungkin untuk sebagian kalangan bisnis ini di jadikan sebagai 

penghasilan tambahan, namun ketika bisnis ini di kembangkan dengan 

baik maka hasilnya akan luar biasa. Adanya pertumbuhan jasa laundry 

yang semakin naik membuat kebutuhan tenaga akan tenaga kerja 

semakin naik. Karena bisnis laundry merupakan salah satu usaha yang 

sangat mudah di kembangkan dan di buat sebagai usaha sampingan. 

Namun di lain sisi jika melihat usaha ini di jadikan sebagai usaha 

sampingan omset yang di hasilkan juga tidak kalah dengan omset-omset 

usaha yang lain. Seperti halnya Jasa Laundry yang ada di Desa 

Pagersari Kecamatan Kalidawir antara lain Didi Laundry dan Sinyo 

Laundry.  
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3. Jenis jasa laundry  

Ada beberapa jenis macam jasa laundry yang terdapat di setiap 

tempat laundryan, yaitu sebagai berikut diantaranya: 

a. Jasa laundry kiloan yaitu suatu paketan dalam laundry kiloan yang 

dimana memberikan layanan berdasarkan ukuran berat laundryan. 

Contohnya pelayanan lengkap (cuci setrika), pelayanan cuci (tanpa 

setrika), pelayanan setrika, pelayanan mengeringkan pakaian baju 

(menggunakan mesin pengering). 

b. Jasa laundry bulanan hampir sama dengan jasa laundry kiloan. Paket 

ini merupakan paket yang lebih ekonomis. Dimana terkadang 

dilakukan pada oleh pembantu rumah tangga yang cuma 

dikhususkan untuk mencuci pakaian majikannya. 

c. Jasa pencucian karpet, bad caver, gorden, boneka, dll. 

4. Syarat-syarat Jasa Usaha Laundry 

a. Syarat kebersihan yaitu tahap dimana barang laundry yang kotor 

dipisahkan dengan yang tidak terlalu kotor.
39

 Seperti dibagian-

bagian yang sangat seperti kerah baju, pergelangan tangan, dan saku 

pakaian. Jika sebagaian laundry itu menggunakan sikat pakaian agar 

kotoran yang membandel bisa terkurangi. Setelah pakaian yang 

sudah di sikat bisa langsung dimasukkan kedalam mesin cuci. 

Pisahkan berdasarkan warna laundry wajib memisahkan pakaian 

yang di cuci. Hal ini berguna untuk menjaga warna pakaian. 

                                                 
39
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pukul 09.00 WIB. 
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Periksa air untuk mencuci menjadi salah satu faktor penting 

dalam proses pencucian di laundry. Air yang mengandung kadar besi 

tinggi biasanya berwarna kuning dan merubah warna pakaian. 

Segera bersihkan pakaian yang terkena noda menggunakan dengan 

air. Menggunakan chemical laundry pencuci kimia yang biasa di 

pakai laundry.  

Jaga kebersihan mesin cuci mesin cuci bukaan depan dan atas 

mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Keduanya tetap 

harus di jaga kebersihannya, karena daki dalam mesin cuci akan 

berpengaruh pada hasil kebersihan pakaian yang di cuci. Pada mesin 

cuci bukaan depan, setidaknya dilakukannya cuci kosong pada mesin 

cuci sebulan sekali untuk menghilangkan sisa kotoran di dalam 

mesin. Saat melakukan cuci kosong, mengunakan opsi hot water dan 

dengan tanpa deterjen. Setelahnya, mesin cuci dibersihkan secara 

keseluruhan, termasuk lakukan karet yang ada di dekat tutup mesin. 

b. Syarat Keagamaan menurut Imam Syafi‟I berkata: ada air yang 

mengalir baik sedikit maupun banyak lalu air itu bercampur dengan 

najis dan berubah bau atau rasanya maka air itu menjadi najis. 

Seandainya ada air yang mengalir sesuatu yang haram dan air itu 

berubah karena tercampur, lalu dating air mengalir yang lain yang 

tidak berubah maka air yang mengalir yang tidak berubah ini 
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dikategorikan thohir (suci), dan air yang berubah itu dihukumi 

najis.
40

 

Hanafi, safi‟I dan hambali dalam suatu riwayatnya, air tenaga 

kurang dari dua qullah, ia akan menjadi najis bila terkena benda-

benda najis walaupun sifat-sifatnya tidak berubah, maliki dan 

hambali dalam riwayatnya yang lain: air-air tersebut suci selama 

sifat-sifatnya tidak berubah. 

Adapun bila air tersebut lebih dari dua qullah yaitu 500rihl 

bagdad atau 180rihl damaskus, atau dalam volume 4x4x4 hasta, 

tidak menjadi najis bila terkena benda najis, kecuali jika sifat-

sifatnya berubah, demikian pendapat syafi‟I dan hambali.
41

 

Secara umum, mesin cuci dapat di bagi menjadi dua menurut 

cara kerjanya yaitu otomatis dan biasa. Mesin cuci otomatis bekerja 

dengan mengalirkan air dari atas ke penampungan pakaian dan 

langsung membuangnya keluar. Sedangkan cara kerja mesin cuci 

biasa yaitu mengalirkan air lalu ditampung di penampungan pakaian. 

Setelah beberapa lama, air baru dibuang.  

Jika pakai mesin cuci cara menyucikan najis dengan mesin 

cuci menggunakan air yang belum dicampur dengan detergen. Jika 

sudah dicampur dengan detergen, maka air dianggap tidak bisa 
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menyucikan najis karena tercampur benda lain. Sehingga, cara 

menyucikan pakaian yaitu dengan menghilangkan najis lebih dulu. 

Setelah itu, pakaian baru dimasukkan ke dalam mesin cuci. Jika 

langsung di masukkan ke dalam mesin cuci, maka air yang dialirkan 

tidak di campur lebih dulu dengan detergen. Setelah di buang, 

pakaian dialiri lagi dengan air baru dicampur dengan detergen. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu 

diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain, 

sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan memiliki 

perbedaan yaitu sebagai berikut: 

Penelitian pertama ditulis oleh Ambarwati, Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten 

Pati” pada tahun 2017, dalam penelitiannya peneliti menggunakan Metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam 

praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan 

atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan 

Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak 
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konsumen sebagimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan 

menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum 

Islam menunjukan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian 

pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena 

harga yang disepakti dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera 

pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.
42

 

Perbedaan dengan peneliti sekarang ialah fokus pada praktik 

pembulatan timbangan terhadap jasa laundry ditinjau dari hukum ekonomi 

syariah. Sedangkan peneliti terdahulu fokus dengan analisis hukum Islam 

terhadap pembulatan harga di minimarket. Persamaan peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang praktik 

pembulatan. 

Penelitian kedua ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani, Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel, berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. TIKI Jalur 

Nuggraha Ekakurir (JNE) Jalan Kariman Jawa Surabaya” pada tahun 

2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil 
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penelitian PT. TIKI Jalur Nugraha Ekurir (JNE) Jalan Kariman Jawa 

Surabaya penulis menentukan bahwa sistem pembulatan, terdapat dua 

sistem pragresif dan Volumentrik. Sistem progresif adalah perhitungan 

berdasarkan berat paket barang dalam perhitungan. Apabila barang yang 

akan dikirim ditimbang mencapai 1 kg 5 ons maka dibulatkan menjadi 2 

kg. Sistem volumentrik adalah barang tersebut besar tetapi tidak sesuai 

antara berat dan besarnya menggunakan hitungan volume dari barang yaitu 

dengan mengukur ukuran panjang, lebar, tinggi.
43

 

Perbedaan dengan peneliti sekarang ialah fokus pada praktik 

pembulatan timbangan terhadap jasa laundry ditinjau dari hukum ekonomi 

syariah. Sedangkan peneliti terdahulu fokus meneliti analisis hukum islam 

terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI 

Jalur Nuggraha Ekakurir (JNE). Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan. 

Penelitian ketiga ditulis oleh Ahmad Zainur Rosid, Universitas 

Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, berjudul “ Praktik Pembulatan 

Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjau Hukum Gharar (Studi Di 

Kelurahan Merjosari Kecamatan Lawokwaru Kota Malang)” pada tahun 

2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian menggunakan 

hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisi 
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dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam 

kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. 
44

 

Hasil penelitian pertama, para pelaku usaha jasa laundry 

dikecamatan merjosari melakukan praktik pembulatan timbangan dengan 

cara membulatkan berat timbangan ke atas. Seperti timbangan 2,1 kg 

menjadi 3 kg. pembulatan inilah yang menyebabkan pelanggan merasa 

dirugikan. Kedua, praktik pembulatan timbangan yang terjadi pada jasa 

laundry dikelurahan merjosari mengandung ketidak jelasan berat 

timbangan sehingga menyebabkan unsur gharar. Ketidak jelasan 

disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kepada 

konsumen selalu membayar lebih pada waktu transaksi.  

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

fokus pada Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan persamaan peneliti 

sekarang dengan dahulu sama-sama membahas tentang praktik pembulatan 

timbangan terhadap jasa laundry. 

Penelitian keempat ditulis oleh Firdaus Mukhtar, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim  Riau Pekanbaru, berjudul “Prospek Usaha 

Laundry Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry 

Kecamatan Tampan Pekanbaru)” pada tahun 2011. Dalam penelitian ini 
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menggunakan metode analisa kualitatif dengan metode deduktif, induktif 

dan deskriptif.
45

 

Dari keempat penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas 

berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Disini peneliti 

fokus pada praktik pembulatan timbangan terhadap jasa laundry ditinjau 

dari hukum ekonomi syariah.  Persamaan dari ketiga penelitian beserta 

peneliti yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pembulatan 

timbangan. 

 

F. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian adalah kumpulan dari sejumlah asumsi yang 

dipegang Bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir 

dan penelitian.
46

 Adapun langkah-langkah dari paradigma penelitian ini 

diawali dengan melihat sistem yang diterapkan dalam praktik pembulatan 

jasa laundry yang ada di Desa Pagersari. Langkah berikutnya dijalankan 

dengan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik 

Pembulatan Timbangan pada jasa Laundry di Desa Pagersari. 
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Gambar Paradigma Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena: pemilik usaha laundry di 

desa pagersari yang mana ada dua 

jasa laundry yaitu sinyo laundry dan 

didi laundrymenyediakan jasa cuci 

basan, cuci kering setrika, cuci 

kering, setrika, bad caver dll, dalam 

pelaksanaan transaksi tersebut 

belum diketahui kejelasan akadnya 

dan jumlah ukuran pembulatan 

timbangan tidak diketahu oleh 

konsumen. 

Praktik ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syariah adanya unsur 

gharar karena akad yang 

dilakukan tidakjelas selain itu 

penambahan dalam pembulatan 

itu dilarang bahkan konsumen 

belum mengetahui jumlah 

pembulatan tersebut. 

Permasalahan penelitian: 

Adanya praktik pembulatan timbangan yang belum 

sesuai dengan Hukum Ekonomi Syaraih. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya praktik pembulatan timbangan yang belum sesuai. 

Hasil Penelitian 

Ada yang menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan ini 

dilakukan dengan cara yang langsung dibulatkan dan ada pula yang melihat 

kondisi pakaiannya. Dimana pembulatan timbangannya tersebut belum jelas. 

Dapat dikatakan bahwa ketidakjelasan tersebut mengandung unsur Gharar.  


